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Abstrak  

Program Padat Karya merupakan salah satu upaya strategis Pemerintah Kota Surabaya 

dalam merespons peningkatan angka kemiskinan dan pengangguran pasca pandemi Covid-19, 

khususnya di wilayah-wilayah dengan tingkat kerentanan sosial-ekonomi tinggi seperti 

Kecamatan Genteng. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Program Padat 

Karya serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat keberhasilannya dalam 

konteks pemberdayaan masyarakat lokal. Menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, data 

dikumpulkan melalui wawancara, observasi lapangan, serta studi dokumen. Kerangka analisis 

menggunakan model implementasi kebijakan Donald Van Meter dan Carl Van Horn yang 

mencakup enam variabel utama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Program Padat Karya di 

Kecamatan Genteng mampu mendorong penciptaan lapangan kerja berbasis komunitas, 

meningkatkan keterampilan masyarakat, dan memperkuat kapasitas ekonomi lokal. Meski 

demikian, keterbatasan anggaran, lemahnya sistem monitoring, dan belum meratanya distribusi 

program menjadi tantangan utama. Rekomendasi penelitian mencakup perlunya evaluasi 

berbasis data, penguatan kolaborasi lintas sektor, serta pengembangan kegiatan padat karya di 

sektor digital dan ekonomi kreatif agar lebih adaptif terhadap perubahan zaman dan kebutuhan 

pasar kerja. 

 

Kata Kunci: kemiskinan, padat karya, pemberdayaan, implementasi kebijakan, Surabaya. 
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Abstract  

The Labor-Intensive Program (Padat Karya) has become a strategic initiative by the 

Surabaya City Government to address the rising poverty and unemployment rates following the 

Covid-19 pandemic, particularly in economically vulnerable areas such as Genteng District. 

This study aims to analyze the implementation of the program and identify supporting and 

inhibiting factors influencing its success in empowering local communities. Employing a 

descriptive qualitative approach, data were collected through interviews, field observations, and 

document analysis. The analytical framework is based on the policy implementation model by 

Donald Van Meter and Carl Van Horn, which consists of six key variables. The findings 

indicate that the program in Genteng District contributes to community-based job creation, 

enhances local skills, and strengthens the economic resilience of low-income groups. However, 

challenges persist, including budget constraints, weak monitoring mechanisms, and uneven 

program distribution. The study recommends developing data-driven evaluations, fostering 

cross-sectoral collaboration, and expanding program activities into digital and creative 

economy sectors to ensure adaptability and long-term impact. 

 

Keywords: poverty, labor-intensive program, empowerment, policy implementation, Surabaya. 
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Pendahuluan  

Surabaya, sebagai salah satu pusat perekonomian terbesar di Indonesia, menghadapi 

tantangan yang cukup kompleks terkait kemiskinan dan pengangguran. Pasca pandemi Covid-

19, angka kemiskinan di Surabaya pada tahun 2020 tercatat mencapai sekitar 5,02 persen, 

sementara Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sempat melonjak hingga 9,79 persen. 

Angka-angka ini mencerminkan dampak signifikan dari pandemi terhadap kondisi sosial 

ekonomi masyarakat kota ini. Banyak sektor usaha yang terpaksa ditutup, dan banyak pekerja 

kehilangan pekerjaan, menciptakan tekanan besar pada perekonomian lokal. Dalam konteks 

ini, penting untuk memahami bagaimana kebijakan pemerintah dan program sosial dapat 

berperan dalam mengatasi masalah ini (Badan Pusat Statistik, 2021; Sari & Prabowo, 2020). 

Meskipun data terbaru menunjukkan adanya penurunan, kemiskinan dan pengangguran 

tetap menjadi masalah yang mengkhawatirkan. Data Badan Pusat Statistik (BPS) 

memperlihatkan penurunan angka kemiskinan dari 4,72 persen pada tahun 2022 menjadi 3,96 

persen pada 2024, sementara TPT turun dari 7,62 persen pada 2022 menjadi 4,91 persen di 

tahun yang sama. Namun, angka tersebut menandakan bahwa masih banyak masyarakat yang 

hidup dalam kondisi rentan secara ekonomi. Penurunan ini tidak hanya mencerminkan 

keberhasilan program pemerintah, tetapi juga menunjukkan bahwa tantangan seperti 

ketidakpastian ekonomi dan dampak jangka panjang pandemi masih perlu diatasi (Badan 

Pusat Statistik, 2023; Rahman & Hidayat, 2021). 

Penurunan angka kemiskinan dan pengangguran tersebut dapat disebabkan oleh 

berbagai faktor, termasuk kebijakan pemerintah dan inisiatif program sosial ekonomi. Namun, 

keberlanjutan penurunan ini sangat bergantung pada efektivitas dan optimalisasi program-

program yang ada. Tanpa strategi yang terencana dengan baik dan program yang tepat 

sasaran, risiko munculnya kembali kemiskinan dan pengangguran tetap besar. Oleh karena itu, 

evaluasi menyeluruh terhadap program-program tersebut sangat penting, termasuk identifikasi 

faktor-faktor yang dapat mendukung keberhasilan jangka panjang (Kementerian Pekerjaan 

Umum dan Perumahan Rakyat, 2021; Prasetyo et al., 2022). 

Keberagaman sektor ekonomi di Surabaya juga memengaruhi dinamika kemiskinan dan 

pengangguran. Sektor informal, misalnya, sangat rentan terhadap disrupsi ekonomi, sehingga 

masyarakat yang bergantung padanya memiliki kerentanan tinggi terhadap kehilangan sumber 

penghasilan. Dalam konteks ini, pemahaman terhadap karakteristik dan kebutuhan sektor-

sektor tersebut menjadi penting agar intervensi yang dilakukan lebih efektif dan tepat sasaran. 

Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk menggali pengalaman dan tantangan pekerja sektor 

informal serta strategi pemberdayaan yang relevan (Sari, 2021; Setiawan & Lestari, 2021). 

Pandemi Covid-19 telah memperburuk kondisi sosial dan ekonomi masyarakat 

Surabaya secara drastis. Lockdown dan pembatasan sosial menyebabkan banyak usaha kecil 

dan menengah (UKM) mengalami stagnasi atau bahkan penurunan omzet tajam. Akibatnya, 

terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK) dalam skala besar yang berdampak langsung pada 

kemampuan masyarakat memenuhi kebutuhan dasar. Banyak pekerja sektor informal yang 

kehilangan mata pencaharian dan terpaksa mencari pekerjaan baru dalam kondisi ekonomi 

yang tidak pasti. Hal ini menunjukkan perlunya program pemulihan yang memberikan 

dukungan langsung kepada masyarakat terdampak (Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya, 2020; 

Sari, 2021). 
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Selama masa pandemi COVID-19 pada tahun 2020, banyak pekerja di Kota Surabaya 

yang terdampak, trmasuk mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) dan kehilangan mata 

pencaharian. Banyak di antara mereka tidak memiliki jaminan sosial yang memadai, sehingga 

menghadapi tekanan ekonomi berat. Dalam situasi ini, pemerintah perlu merancang program 

pemulihan yang tidak hanya fokus pada penciptaan lapangan kerja, tetapi juga mencakup 

dukungan finansial dan pelatihan keterampilan bagi para pencari kerja. Program tersebut 

harus menjangkau kelompok paling rentan dan memastikan akses yang adil terhadap peluang 

yang ada (Kementerian Sosial Republik Indonesia, 2021; Rahman & Hidayat, 2021). 

Perubahan pola konsumsi masyarakat selama pandemi juga berdampak besar pada 

perekonomian lokal. Penurunan daya beli menyebabkan penurunan aktivitas usaha, terutama 

di sektor usaha mikro dan kecil. Banyak usaha mengurangi jam operasional atau bahkan tutup 

permanen. Oleh karena itu, program yang berfokus pada penguatan sektor ini menjadi sangat 

penting sebagai penyangga ekonomi masyarakat sehari-hari. Dukungan terhadap usaha mikro 

dan kecil perlu menjadi prioritas pemulihan ekonomi melalui akses terhadap modal, pelatihan, 

dan pasar (Setiawan & Lestari, 2021; Prasetyo et al., 2022). 

Dalam kondisi tersebut, pemerintah membutuhkan program yang dapat segera 

meningkatkan kapasitas dan produktivitas masyarakat, sekaligus menciptakan peluang kerja 

baru melalui kegiatan produktif. Program yang dirancang dengan baik perlu 

mempertimbangkan kebutuhan lokal dan melibatkan masyarakat dalam perencanaan serta 

pelaksanaan, agar hasilnya relevan dan bermanfaat (Kementerian Pekerjaan Umum dan 

Perumahan Rakyat, 2021; Sari & Prabowo, 2020). 

Sebagai respons terhadap krisis sosial ekonomi tersebut, Pemerintah Kota Surabaya 

menginisiasi Program Padat Karya sejak akhir tahun 2021. Program ini dirancang sebagai 

upaya percepatan pemulihan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan serta pengangguran. 

Fokus utamanya adalah pemberdayaan masyarakat berpenghasilan rendah melalui dua skema 

utama: pengadaan barang dan jasa pemerintah serta pemberdayaan usaha mikro. Melalui 

pelibatan masyarakat dalam proyek-proyek pembangunan, diharapkan tercipta dampak positif 

yang signifikan terhadap kesejahteraan mereka (Kementerian Pekerjaan Umum dan 

Perumahan Rakyat, 2021; Prasetyo et al., 2022). 

Dalam pelaksanaannya, masyarakat dilibatkan langsung dalam proyek pembangunan 

dan pelayanan publik yang bersifat padat karya. Kegiatan ini tidak hanya menciptakan 

lapangan kerja, tetapi juga meningkatkan keterampilan dan kapasitas individu, sehingga 

membuka peluang ekonomi baru dan meningkatkan kemandirian finansial. Dengan adanya 

pelatihan dan pengalaman kerja, daya saing masyarakat di pasar kerja juga meningkat (Dinas 

Tenaga Kerja Kota Surabaya, 2020; Sari, 2021). 

Program Padat Karya juga diarahkan untuk menjangkau kelompok rentan, seperti 

perempuan dan masyarakat miskin. Hal ini bertujuan untuk menciptakan kesempatan kerja 

yang inklusif dan mendukung pertumbuhan ekonomi mikro sekaligus memperkuat fondasi 

ekonomi daerah. Pemberdayaan kelompok rentan menjadi kunci untuk memastikan semua 

lapisan masyarakat terlibat dan merasakan manfaat dari pembangunan (Kementerian Sosial 

Republik Indonesia, 2021; Rahman & Hidayat, 2021). 

Lebih jauh, pemberdayaan masyarakat melalui program ini merupakan strategi penting 
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dalam mengurangi ketimpangan sosial dan ekonomi. Dengan mengaktifkan potensi lokal, 

masyarakat tidak hanya menjadi penerima manfaat, tetapi juga pelaku aktif dalam 

pembangunan ekonomi daerah. Ini menciptakan rasa memiliki dan tanggung jawab kolektif 

dalam pembangunan wilayah (Sari & Prabowo, 2020; Setiawan & Lestari, 2021). 

Untuk menjamin keberhasilan program, Pemerintah Kota Surabaya membentuk tim 

khusus untuk mengawal pelaksanaan Program Padat Karya secara sistematis. Pemerintah juga 

mengalokasikan anggaran besar, mencapai Rp 4,5 triliun pada tahun 2023, yang difokuskan 

pada penguatan UMKM dan sektor padat karya. Pendanaan ini menjadi bukti keseriusan 

pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan dan pengangguran melalui jalur pemberdayaan 

(Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, 2021; Prasetyo et al., 2022). 

Program ini juga mendapat dukungan dari berbagai pihak, termasuk sektor swasta dan 

komunitas masyarakat sipil. Kolaborasi lintas sektor ini memperkuat pelaksanaan dan 

menjamin keberlanjutan program ke depan. Dukungan multi-stakeholder menjadi elemen 

penting dalam menciptakan sinergi, efektivitas, dan efisiensi program (Sari & Prabowo, 2020; 

Kementerian Sosial Republik Indonesia, 2021). 

Sebagai bagian dari tujuh program prioritas pembangunan kota 2025–2030, Program 

Padat Karya memiliki posisi strategis dalam visi pembangunan Kota Surabaya yang inklusif 

dan berkelanjutan. Dengan dukungan yang solid, program ini diharapkan dapat memberikan 

dampak signifikan dalam mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran (Dinas Tenaga 

Kerja Kota Surabaya, 2020; Rahman & Hidayat, 2021). 

Kecamatan Genteng merupakan salah satu wilayah di Kota Surabaya yang turut 

melaksanakan Program Padat Karya sebagai upaya untuk mengurangi angka pengangguran 

dan kemiskinan di tingkat lokal. Program ini diwujudkan melalui pendirian Rumah Padat 

Karya yang mengembangkan kegiatan produktif berbasis masyarakat, seperti pelatihan 

keterampilan, usaha mikro, dan pengolahan limbah rumah tangga. Inisiatif ini ditujukan untuk 

memberdayakan masyarakat berpenghasilan rendah yang belum terserap oleh sektor kerja 

formal. 

Berdasarkan publikasi Kecamatan Genteng dalam Angka 2022 yang diterbitkan oleh 

Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Surabaya, tercatat sebanyak 14.668 penduduk Kecamatan 

Genteng pada tahun 2021 berstatus belum atau tidak bekerja. Data ini diperoleh dari hasil 

registrasi penduduk oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya. Jumlah 

tersebut menunjukkan bahwa Kecamatan Genteng memiliki kelompok masyarakat yang 

cukup rentan secara ekonomi. Menurut salah satu staf Seksi Kesejahteraan Rakyat (Kesra) 

Kecamatan Genteng, tingginya angka pengangguran menjadi salah satu faktor utama 

penyebab kemiskinan di wilayah ini. Dengan demikian, keberadaan Program Padat Karya 

menjadi strategi penting untuk meningkatkan keterampilan warga sekaligus menciptakan 

lapangan kerja yang sesuai dengan kebutuhan lokal. 

 

Metode  

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk memahami lebih 

dalam implementasi Program Padat Karya di Kecamatan Genteng, Kota Surabaya, sebagai 

bagian dari strategi pemulihan sosial-ekonomi pasca pandemi. Fokus utama diarahkan pada 
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dinamika pelaksanaan program di tingkat lokal, termasuk bentuk kegiatan, kelompok sasaran, 

serta dampak awal yang dirasakan masyarakat. Untuk itu, kerangka analisis dalam penelitian 

ini mengacu pada model implementasi kebijakan yang dikembangkan oleh Donald Van Meter 

dan Carl Van Horn dalam Agustino (2017), yang mencakup enam variabel utama: (1) ukuran 

dan tujuan kebijakan, (2) sumber daya, (3) karakteristik agen pelaksana, (4) sikap atau 

kecenderungan pelaksana, (5) komunikasi antarorganisasi dan aktivitas pelaksana, serta (6) 

kondisi lingkungan sosial, ekonomi, dan politik. 

Pemilihan informan dilakukan melalui teknik purposive sampling, dengan 

mempertimbangkan keterlibatan langsung dalam program serta pengetahuan atas kondisi 

sosial setempat. Informan terdiri dari pegawai Seksi Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Kecamatan 

Genteng, Lurah Genteng, perwakilan dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya, serta 

beberapa warga penerima manfaat Program Padat Karya, khususnya yang aktif di Rumah 

Padat Karya Kecamatan Genteng. Kelompok ini mencakup ibu rumah tangga, remaja putus 

sekolah, dan pekerja sektor informal.  

Data diperoleh dari dua sumber utama, yakni data primer dan data sekunder. Data 

primer dihimpun melalui wawancara mendalam, observasi langsung terhadap kegiatan padat 

karya, serta dokumentasi lapangan. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari publikasi 

resmi pemerintah, seperti ―Genteng dalam Angka 2022‖ (BPS, 2022), serta literatur 

akademik, laporan program, dan artikel berita daring yang relevan dengan pelaksanaan 

program di Surabaya. 

Proses analisis data menggunakan pendekatan dari Miles dan Huberman dalam 

Sugiyono (2019), yang meliputi empat tahapan: pengumpulan data, reduksi data, penyajian 

data, dan penarikan kesimpulan. Dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan mampu 

memberikan gambaran utuh mengenai efektivitas, tantangan, serta potensi pengembangan 

Program Padat Karya sebagai solusi strategis dalam mengurangi kemiskinan dan 

pengangguran di Kota Surabaya, khususnya di Kecamatan Genteng.  

Hasil dan Pembahasan  

Pandemi Covid-19 telah memberikan dampak signifikan terhadap struktur sosial 

dan ekonomi di Kota Surabaya. Kota ini, yang sebelumnya dikenal sebagai salah satu 

pusat ekonomi terbesar di Indonesia, mengalami tekanan besar akibat pembatasan sosial 

dan gangguan aktivitas ekonomi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (2021), angka 

kemiskinan di Surabaya pada tahun 2020 mencapai sekitar 5,02 persen, meningkat tajam 

dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Pada saat yang sama, Tingkat Pengangguran 

Terbuka (TPT) melonjak hingga 9,79 persen, mencerminkan krisis ketenagakerjaan yang 

cukup serius akibat banyaknya sektor usaha yang terpaksa menghentikan operasional. 

Lonjakan ini menunjukkan bahwa sistem ekonomi perkotaan yang sangat bergantung 

pada mobilitas dan interaksi sosial sangat rentan terhadap gangguan berskala besar seperti 

pandemi. 

Pasca puncak pandemi, khususnya mulai tahun 2022, Surabaya mulai menunjukkan 

tanda-tanda pemulihan secara perlahan. Data terbaru dari BPS (2023) memperlihatkan 

bahwa angka kemiskinan turun menjadi 3,96 persen pada tahun 2024, sementara TPT 

juga mengalami penurunan menjadi 4,91 persen. Meskipun angka ini mencerminkan tren 

positif, sejumlah studi menunjukkan bahwa pemulihan tersebut belum menyentuh akar 

permasalahan struktural. Sektor informal yang menjadi tumpuan mayoritas pekerja tetap 
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berada dalam kondisi rentan dan tidak memiliki perlindungan sosial yang memadai (Sari 

& Prabowo, 2020). Oleh karena itu, pemulihan ekonomi Surabaya masih menghadapi 

tantangan dalam menciptakan sistem ketenagakerjaan yang inklusif dan berkelanjutan. 

Melihat kondisi tersebut, diperlukan intervensi kebijakan yang tidak hanya bersifat 

reaktif, melainkan juga transformatif. Program-program sosial ekonomi yang dijalankan 

pemerintah harus mampu menciptakan dampak jangka panjang, baik dari sisi 

pengurangan kemiskinan maupun peningkatan kualitas sumber daya manusia. Dalam hal 

ini, pendekatan yang menitikberatkan pada pemberdayaan masyarakat dan penciptaan 

lapangan kerja lokal dinilai lebih efektif daripada bantuan tunai semata. Seperti 

dikemukakan oleh Rahman & Hidayat (2021), program yang berbasis pemberdayaan 

terbukti mampu membangun kemandirian ekonomi masyarakat, sekaligus memperkuat 

ketahanan sosial dalam menghadapi krisis. 

Salah satu program yang muncul sebagai respons strategis dari Pemerintah Kota 

Surabaya adalah Program Padat Karya. Program ini didesain untuk memberdayakan 

masyarakat melalui keterlibatan langsung dalam proyek-proyek pembangunan, seperti 

perbaikan infrastruktur, pengelolaan lingkungan, dan kegiatan ekonomi produktif lainnya. 

Pendekatan ini memungkinkan penciptaan lapangan kerja secara cepat dan langsung, 

sekaligus menjadi sarana peningkatan keterampilan tenaga kerja lokal. Menurut Prasetyo 

et al. (2022), model padat karya mampu memberikan manfaat ganda, yakni memperkuat 

daya beli masyarakat dalam jangka pendek dan membangun kapasitas ekonomi mereka 

dalam jangka panjang. Dengan demikian, program ini tidak hanya berfungsi sebagai alat 

pemulihan, tetapi juga sebagai strategi pembangunan berkelanjutan. 

Program Padat Karya yang diimplementasikan Pemerintah Kota Surabaya pasca 

pandemi mengusung dua pendekatan strategis utama. Pertama, pelibatan langsung tenaga 

kerja lokal dalam proyek pembangunan fisik dan lingkungan, seperti perbaikan 

infrastruktur, sanitasi, serta pengelolaan kawasan kumuh. Kedua, pemberdayaan usaha 

mikro dan kelompok rentan, terutama perempuan, masyarakat miskin, dan penyandang 

disabilitas. Dua pendekatan ini dirancang tidak hanya untuk menciptakan lapangan kerja 

sementara, tetapi juga sebagai bentuk intervensi sosial untuk meningkatkan kesejahteraan 

secara bertahap (Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, 2021). Dengan 

melibatkan masyarakat secara aktif, program ini menjadi jembatan antara bantuan sosial 

dan pemberdayaan ekonomi. 

Strategi ini menunjukkan pemahaman pemerintah terhadap karakteristik 

ketenagakerjaan di Surabaya, yang sebagian besar bergantung pada sektor informal dan 

cenderung rentan terhadap krisis. Banyak pekerja sektor informal kehilangan mata 

pencaharian akibat pandemi karena keterbatasan akses terhadap perlindungan sosial 

maupun pasar yang stabil (Sari, 2021). Oleh karena itu, pelatihan kerja, pendampingan 

usaha mikro, dan pengembangan keterampilan teknis menjadi bagian integral dari 

pelaksanaan program. Melalui proses ini, diharapkan masyarakat tidak hanya mendapat 

pekerjaan, tetapi juga membangun kapasitas produktif yang relevan dengan kebutuhan 

pasar kerja lokal pasca pandemi (Setiawan & Lestari, 2021). 

Keunikan program Padat Karya terletak pada orientasinya yang tidak sekadar 

berbasis bantuan tunai, melainkan berlandaskan partisipasi produktif masyarakat. 

Program ini memosisikan warga sebagai pelaku utama pembangunan, bukan sekadar 

penerima bantuan. Hal ini membangun kesadaran kolektif bahwa pemulihan ekonomi 

memerlukan keterlibatan aktif semua pihak, terutama kelompok akar rumput (Rahman & 

Hidayat, 2021). Melalui kegiatan seperti pengolahan limbah rumah tangga, perawatan 

taman kota, hingga pelatihan menjahit atau kuliner, masyarakat diberikan ruang untuk 

berkontribusi dalam pembangunan sekaligus memperoleh penghasilan. 
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Lebih dari sekadar respons terhadap krisis, pendekatan ini memperlihatkan model 

pembangunan partisipatif yang menempatkan masyarakat sebagai subjek pembangunan. 

Dengan menciptakan nilai tambah melalui kerja kolektif, program Padat Karya di 

Surabaya telah membangun dasar yang kuat bagi inklusi sosial dan pemberdayaan 

ekonomi berkelanjutan. Menurut Prasetyo et al. (2022), keberhasilan program ini bukan 

hanya pada penyerapan tenaga kerja, tetapi pada peningkatan kapasitas individu dan 

komunitas dalam menghadapi tantangan ekonomi jangka panjang. Relevansi program ini 

menjadi semakin tinggi ketika dikaitkan dengan kebutuhan masyarakat yang tidak hanya 

memerlukan bantuan sesaat, tetapi juga solusi jangka panjang yang meningkatkan 

kemandirian. 

Kecamatan Genteng menjadi contoh nyata bagaimana implementasi Program Padat 

Karya dilakukan dalam skala mikro dan berbasis kebutuhan lokal. Wilayah ini 

menampilkan karakteristik sosial ekonomi yang merepresentasikan tantangan yang 

dihadapi Kota Surabaya secara keseluruhan, yaitu tingginya angka pengangguran dan 

ketergantungan pada sektor informal. Berdasarkan data dari Genteng dalam Angka 2022 

(BPS, 2022), tercatat sebanyak 14.668 penduduk usia produktif tidak atau belum bekerja 

pada tahun 2021. Angka ini setara dengan hampir 20% dari total populasi usia kerja di 

wilayah tersebut, mencerminkan kesenjangan serius dalam akses terhadap kesempatan 

kerja formal yang stabil dan layak. 

Dalam menjawab tantangan tersebut, Pemerintah Kecamatan Genteng menginisiasi 

pendirian Rumah Padat Karya sebagai bagian dari implementasi program padat karya 

tingkat lokal. Rumah ini berfungsi sebagai pusat kegiatan produktif yang bersifat 

komunitas dan terbuka bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Bentuk kegiatan yang 

dikembangkan antara lain pelatihan keterampilan menjahit, pengolahan limbah rumah 

tangga menjadi barang bernilai jual, hingga pendampingan usaha mikro rumahan. 

Pendekatan ini tidak hanya menekankan pada penciptaan lapangan kerja sementara, tetapi 

juga membangun fondasi keterampilan dan semangat kewirausahaan di kalangan 

masyarakat marjinal (Sari, 2021; Setiawan & Lestari, 2021). 

Informasi dari staf Seksi Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Kecamatan Genteng 

memperkuat fakta bahwa program ini menyasar kelompok-kelompok yang selama ini 

tersisih dari sistem ekonomi formal. Penerima manfaat utama berasal dari kelompok 

seperti ibu rumah tangga, buruh harian lepas, dan remaja putus sekolah—kelompok yang 

kerap kali luput dari intervensi pembangunan ekonomi konvensional. Dengan 

menyediakan akses pelatihan, peralatan sederhana, serta jejaring komunitas, Rumah Padat 

Karya berhasil menjadi wadah pemberdayaan yang inklusif (Dinas Tenaga Kerja Kota 

Surabaya, 2020; Rahman & Hidayat, 2021). Ini menjadi pembuktian bahwa 

pembangunan yang berpihak pada masyarakat bawah dapat berjalan efektif ketika 

berbasis pada kebutuhan riil warga. 

Meski data kuantitatif mengenai dampak ekonomi program ini masih terbatas, 

sejumlah indikasi awal menunjukkan adanya penguatan kapasitas sosial ekonomi 

masyarakat. Salah satunya adalah munculnya kelompok-kelompok usaha baru yang 

berkelanjutan, seperti unit produksi sabun dari limbah minyak jelantah dan kelompok 

menjahit pakaian rumah tangga. Keberlanjutan ini menandakan bahwa intervensi program 

tidak berhenti pada bantuan sementara, tetapi membekali masyarakat dengan kemampuan 

untuk bertahan dan tumbuh secara mandiri (Prasetyo et al., 2022). Evaluasi lebih lanjut 

dibutuhkan untuk mengukur efektivitas program secara menyeluruh, namun implementasi 

di Kecamatan Genteng telah menunjukkan model pemberdayaan lokal yang bisa 

direplikasi di wilayah lain. 

Salah satu kritik utama terhadap pelaksanaan Program Padat Karya di Surabaya 

adalah keterbatasan skala implementasinya. Meski secara konsep menjanjikan, program 
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ini belum menjangkau semua kelurahan secara merata. Banyak wilayah yang menghadapi 

tingkat kemiskinan dan pengangguran tinggi belum mendapatkan akses terhadap kegiatan 

padat karya. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan sumber daya manusia, kelembagaan, 

dan anggaran yang dialokasikan per wilayah. Ketimpangan distribusi program 

menyebabkan munculnya kesenjangan manfaat antar wilayah, sehingga tujuan 

pemerataan kesejahteraan belum sepenuhnya tercapai (Prasetyo et al., 2022; Sari, 2021). 

Selain skala, tantangan berikutnya adalah ketergantungan yang tinggi pada 

dukungan fiskal dari pemerintah daerah. Program Padat Karya, yang sebagian besar 

didanai melalui APBD, sangat rentan terhadap perubahan kebijakan anggaran yang 

bersifat politis atau krisis fiskal yang mungkin terjadi. Ketika anggaran daerah tertekan 

akibat prioritas lain atau dinamika politik menjelang pemilu, program-program berbasis 

pemberdayaan seperti ini sering kali mengalami pemangkasan. Ketergantungan ini 

memperlihatkan lemahnya sistem diversifikasi pendanaan, misalnya melalui kerja sama 

dengan sektor swasta atau pembentukan dana komunitas (Kementerian Sosial RI, 2021; 

Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya, 2020). 

Kritik berikutnya terletak pada aspek kelembagaan, terutama minimnya sistem 

evaluasi berbasis indikator kinerja. Hingga kini, belum tersedia alat ukur yang mampu 

menilai secara kuantitatif maupun kualitatif dampak jangka menengah dan panjang dari 

program ini. Misalnya, belum ada data longitudinal mengenai peningkatan pendapatan 

peserta, keberlanjutan usaha mikro pasca pelatihan, atau pengurangan angka 

pengangguran di wilayah intervensi. Tanpa sistem pemantauan yang kuat dan terstruktur, 

sulit bagi pemangku kebijakan untuk melakukan penyesuaian atau mengidentifikasi 

elemen yang paling efektif dari program (Rahman & Hidayat, 2021; Prasetyo et al., 

2022). 

Meskipun demikian, pendekatan partisipatif yang digunakan dalam Program Padat 

Karya tetap menjadi kekuatan utama. Ketika masyarakat dilibatkan secara aktif sejak 

tahap perencanaan hingga pelaksanaan, terbentuklah rasa kepemilikan (sense of 

ownership) terhadap program. Hal ini memperbesar kemungkinan keberlanjutan hasil, 

karena masyarakat merasa menjadi bagian dari proses, bukan sekadar penerima bantuan. 

Partisipasi aktif ini juga mendorong munculnya inisiatif lokal yang dapat memperkuat 

hasil program, bahkan di luar skema bantuan pemerintah. Dengan demikian, pendekatan 

partisipatif bukan hanya alat pemberdayaan, tetapi juga strategi untuk membangun 

ketahanan sosial ekonomi di tingkat akar rumput (Setiawan & Lestari, 2021; Sari & 

Prabowo, 2020). 

Pengalaman implementasi Program Padat Karya di Kecamatan Genteng 

memberikan gambaran konkret bahwa pendekatan berbasis komunitas dalam mengatasi 

pengangguran dan kemiskinan memiliki potensi besar untuk direplikasi di wilayah lain. 

Kunci keberhasilan utamanya terletak pada keterlibatan aktif masyarakat lokal serta 

fleksibilitas program dalam menyesuaikan dengan kebutuhan spesifik wilayah. Hal ini 

sejalan dengan temuan Prasetyo et al. (2022) yang menyatakan bahwa keberhasilan 

program padat karya sangat bergantung pada adaptasi lokal dan pemahaman terhadap 

struktur sosial-ekonomi masyarakat sasaran. Oleh karena itu, pendekatan ―satu model 

untuk semua‖ perlu dihindari demi menjaga efektivitas replikasi. 

Untuk meningkatkan dampak program di masa mendatang, penguatan sistem 

monitoring dan evaluasi berbasis data menjadi kebutuhan mendesak. Evaluasi tidak 

cukup dilakukan berdasarkan jumlah peserta atau pelaksanaan kegiatan, tetapi harus 

mampu mengukur indikator perubahan sosial-ekonomi seperti penurunan pengangguran, 

peningkatan pendapatan rumah tangga, dan keberlanjutan usaha setelah program 

berakhir. Menurut Rahman & Hidayat (2021), penggunaan sistem informasi berbasis 

digital dalam pemantauan program dapat membantu menciptakan transparansi sekaligus 



 Jurnal Inovasi Sektor Publik Volume 5, Nomor 2, 2025 
  ISSN: 2829-1352 (Online) 

 

125 

 

mempercepat perbaikan kebijakan secara responsif. 

Selain itu, kolaborasi lintas sektor perlu diperluas, tidak hanya melibatkan 

pemerintah dan komunitas, tetapi juga sektor swasta, lembaga pelatihan kerja, dan 

institusi pendidikan. Pelibatan industri lokal, misalnya, dapat membuka jalur kerja 

magang atau pelatihan berbasis kebutuhan pasar tenaga kerja aktual. Kerja sama 

semacam ini terbukti meningkatkan keterpakaian lulusan program pelatihan di pasar kerja 

(Setiawan & Lestari, 2021). Integrasi antara pelatihan vokasi, pendampingan wirausaha, 

dan pemetaan peluang kerja juga akan membuat program lebih adaptif terhadap tantangan 

ekonomi yang terus berubah. 

Rekomendasi terakhir adalah diversifikasi kegiatan padat karya agar tidak terlalu 

terpaku pada sektor konstruksi atau proyek infrastruktur fisik. Saat ini, sektor digital, 

jasa, dan ekonomi kreatif menunjukkan potensi besar dalam menyerap tenaga kerja, 

khususnya generasi muda. Pemerintah daerah perlu mulai mengembangkan skema padat 

karya yang berbasis teknologi digital, seperti pelatihan desain grafis, pengelolaan media 

sosial, atau produksi konten lokal. Sari (2021) menekankan bahwa sektor informal digital 

dapat menjadi jalan keluar baru bagi masyarakat urban yang terdampak transformasi 

ekonomi pasca-pandemi. Pendekatan ini juga sejalan dengan upaya menjembatani 

kesenjangan keterampilan dan memperluas cakupan pemberdayaan masyarakat secara 

berkelanjutan. 

 

Penutup  

Program Padat Karya yang diinisiasi Pemerintah Kota Surabaya, khususnya di 

Kecamatan Genteng, menunjukkan bahwa pendekatan pemberdayaan berbasis komunitas 

dapat menjadi strategi efektif dalam merespons dampak sosial-ekonomi pasca pandemi. 

Program ini bukan hanya menciptakan lapangan kerja sementara, tetapi juga memperkuat 

kapasitas masyarakat melalui pelatihan dan keterlibatan langsung dalam kegiatan 

produktif. Keberhasilan awal program, meskipun belum didukung data kuantitatif yang 

luas, memberi indikasi bahwa keterlibatan warga dan respons lokal memiliki peran 

penting dalam pemulihan ekonomi yang inklusif. 

Namun demikian, sejumlah tantangan struktural masih membayangi pelaksanaan 

program ini, seperti keterbatasan cakupan wilayah, ketergantungan terhadap anggaran 

daerah, serta belum optimalnya sistem evaluasi berbasis indikator dampak jangka 

panjang. Kondisi ini menegaskan pentingnya penguatan tata kelola program melalui 

pendekatan berbasis data dan partisipasi multipihak. Evaluasi berkelanjutan menjadi 

kunci agar program tidak hanya bersifat reaktif, tetapi juga transformatif dalam jangka 

panjang. 

Selain itu, peluang pengembangan dan replikasi program padat karya sangat 

terbuka, terutama jika dikombinasikan dengan pendekatan yang lebih adaptif terhadap 

perubahan struktur ekonomi, seperti digitalisasi dan ekonomi kreatif. Pelibatan sektor 

swasta, dunia pendidikan, dan lembaga pelatihan akan memperluas cakupan manfaat serta 

meningkatkan relevansi program terhadap kebutuhan pasar tenaga kerja yang dinamis. 

Dengan demikian, padat karya dapat berfungsi tidak hanya sebagai solusi sementara, 

tetapi sebagai jembatan menuju pembangunan ekonomi lokal yang berkelanjutan dan 

berkeadilan. 

Akhirnya, pelajaran penting dari implementasi Program Padat Karya di Surabaya 

adalah bahwa pemulihan sosial-ekonomi pasca pandemi tidak cukup dilakukan dari atas 

ke bawah. Keterlibatan masyarakat secara aktif, penguatan kapasitas lokal, serta 

kolaborasi lintas sektor harus menjadi prinsip utama dalam setiap kebijakan pemulihan. 

Program semacam ini dapat menjadi fondasi yang kokoh untuk membangun kota yang 
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tangguh, inklusif, dan mandiri secara ekonomi di masa depan. 
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